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Bab III 

PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat dikemukakan 

simpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap 

pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta sudah 

dilaksanakan dengan baik,  namun masih belum optimal. BLH 

Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap 

pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan cara pemeriksaan laporan 

dokumen periodik, melakukan sidak, memberikan kesempatan 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, 

berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi. 

Namun upaya ini belum maksimal dikarenakan sistem sidak tidak 

dijalankan dengan baik oleh BLH Kota Yogyakarta sebagaimana 

yang telah direncanakan, yaitu 1(satu) tahun sebanyak 2 (dua) kali. 

Selain itu juga sosialisasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun 

sekali terhadap hotel di Kota Yogyakarta tidak berjalan secara 

efektif, di mana dalam pelaksanaannya hanya 40-50 hotel yang di 

undang dalam sosialisasi dari total 450 hotel yang ada di Kota 

Yogyakarta.  

2. Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap 

pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta mempunyai 

 

 



66 

 
 

kendala  dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya sumber 

daya manusia, sehingga dalam melakukan pengawasan seperti 

sistem sidak tidak dapat berjalan dengan maksimal, begitu pula 

upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi pada hotel di 

Kota Yogyakarta tidak dapat berjalan dengan efektif. 

B. Saran  

BLH Kota Yogyakarta sebaiknya menambah jumlah sumber daya 

manusia khususnya pada bidang pengawasan dan pengendalian dan 

pemulihan bidang pengawasan lingkungan hidup, sehingga pengawasan 

terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta dapat berjalan 

dengan baik. 

 

 

  

 

 



67 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku  
 

Bachruln Amiq, 2010. Aspek Hukum Dalam Pengawasan Pengelolaan 

Keuangan Daerah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 

I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata, Andi, 

Bali. 

Lili Warlina, 2004. Pencemaran  Air : Sumber, Dampak, dan 

pengelolaannya, Sekolah Pascasarjana ITB, Bandung . 

Mohammad Taufik Makarao, 2011. Aspek-aspek Lingkungan, Indeks, 

Jakarta. 

Muhamad Erwin, 2008. Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebiijakansanaan 

Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung. 

Mukhlish dan Mustafa Lutfi, 2010. Hukum Administrasi Lingkungan 

Kontemporer, Setara Press, Malang. 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, 

Alumni, Bandung. 

Robert Ododatie dan M.Basuki, 2005. kajian Undang-undang  Sumber daya 

air, Andi offset, Yogyakarta. 

 

 



68 

 
 

Rosa Vivien Ratnawati, 2009. Penegakan Hukum Administrasi di Bidang 

Lingkungan Hidup, Jakarta : Kementrian Nehara Lingkungan Hidup. 

Takdir Rahmadi (dalam) Sukanda Husin, 2009. Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesi, Sinar Grafika, Jakarta 

B. Website 

http://inspeksisanitasi.blogspot.com/2013/03/aspek-kuantitas-dan-kualitas-

air-tanah.htm, Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air , 

tanggal 3 September 2013 

http://malikabdulkarim.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenismacam-

air.html, Malik Abdul Karim, Pengertian dan jenis/macam air, 

tanggal 3 September 2013 

http://malikabdulkarim.blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenismacam-

air.html, Malik Abdul Karim, Pengertian dan jenis/macam air, 

tanggal 3 September 2013 

http://ravikhayyu.blogspot.com/2012/07/perbedaan-klasifikasi-hotel-

bintang.html, Perbedaan klasifikasi hotel (bintang 1,2,3,4,5 dan 

melati), tanggal 25 september 2013 

http://blh.jogjaprov.go.id/filosofi-visi-misi/, Badan Lingkungan Hidup, Visi 

dan Misi,  tanggal 20 November 2013 

http://matakristal.com/pengertian-air-tanah/ , Pengertian air tanah, tanggal 3 

Oktober 2013 

 

 



69 

 
 

http://www.scribd.com/doc/28192033/Stratified-Random-Sampling, 

Stratified Random Sampling, Irdiena Izza Ell Milla, tanggal 15 

Oktober 2013 

http://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-

kualitatif/,Luki Erlistina, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

tanggal 16 Maret 2014. 

http://blh.jogjaprov.go.id/filosofi-visi-misi/,Pemda DIY, Filosofi dan Visi 

Misi BLH DIY, tanggal 20 November 2013 

http://acehpedia.org/Air_tanah, Air Tanah, tanggal 13 Febuari 2014 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_air, Sumber daya air, tanggal 19 

Februari 2014 

Id.m.wikipedia.org/wiki/Hotel, Hotel, tanggal 19 Februari 2014 

http//: repository.usu.ac.id, chapter 20, hlm 5, Definisi Hotel, tanggal 1 

November 2013 

http://menarasigerlampung.blogspot.com/2012/02/klasifikasi-hotel-

berdasarkan-bintang.html, Klasifikasi hotel berdasarkan bintang 

“Hotel Berbintang”, tanggal 25 September 2013 

file:///E:/PERATURAN/Yogyakarta Keluarkan Perwal Penghentian Izin 

Hotel Baru.htm, Perwal Penghentian Izin Hotel Baru, tanggal 27 

Februari 2014 

http://perizinan.jogjakota.go.id/home.php?mode=content&submode=detail&i

d=946, Kedaulatan Rakyat 4 Februari 2014, Tangani 106 Hotel 

baru, bentuk tim khusus, tanggal 14 Maret 2014.  

 

 



70 

 
 

http://www.ampta.ac.id/pertumbuhan-hotel-di-jogja#.Ux06I1cUZSM, Budi 

Hermawan, Hotel berbintang di Jogja : Tumbuh Semakin Rapat, 

Bersaing Semakin Ketat,  tanggal 10 Maret 2014 

http://krjogja.com/liputan-khusus/khusus/1539/pencemaran-air-di-

yogyakarta-meluas.kr, KRnewroom/Tri/Nej/Tom, Pencemaran Air 

di Yogyakarta Meluas, tanggal 5 Maret 2014 

Dinkes kota banjar : : http://www.banjar-jabar.go.id/redesign/, kualias air, 

tanggal 5 maret 2014 

http://lifestyle.okezone.com/read/2011/06/07/195/465529/bakteri-e-coli-

menyebar-lewat-3-jalan-ini, Bakteri e-coli menyebar lewat 3 jalan 

ini, tanggal 5 maret 2014 

http://deskripsi.com/singkatan/walhi, tanggal 21 November 2013 

 

C. Peraturan PerUndang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas 

Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. 

 

 



71 

 
 

Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Air Tanah. 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

 
D. Peraturan Kebijakan 

Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 416/MENEKES/PER/IX/1990 tentang 

Syarat-Syarat Kualitas Air. 

Keputusan Mentri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1451 k/10/MEN 

Tahun 2001 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas 

Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah. 

Keputusan Mentri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 

:KM.3/HK.001/Mkp.02 Tanggal 27 Februari  2002 tentang 

Penggolongan Kelas Hotel. 

Peraturan Mentri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Munim. 

Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata Nomor 14/U/II88 tanggal 25 

Februari 1988 tentang Kriteria Hotel Kelas Bintang. 

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi 

Badan Lingkungan Hidup. 

 

 



72 

 
 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2008 tentang Rincian dan 

Fungsi Badan Lingkungan Hidup. 

Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2013  tentang Fungsi, Rincian Tugas 

dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. 

Peraturan Walikota  Nomor  77 Tahun 2013 tentang Pengendalian 

Pembangunan Hotel. 

 

 

 

 

  

 

 



73 

 
 

LAMPIRAN 

Data pendukung bahwa kurangnya personil bidang lingkungan hidup  

No Jenis Pelayanan PNS  Non PNS  

 

1. 

 

Pelayanan pencegahan 

pencemaran air 

 

1. Tahun 2009 : 5 orang 

2. Tahun 2010 : 3 orang 

3. Tahun 2011 : 3 orang 

4. Tahun 2012 : 3 orang 

5. Tahun 2013 : 3 orang 

 

 

 

1. Tahun 2009 : 3 orang 

2. Tahun 2010 : 3 orang 

3. Tahun 2011 : 2 orang 

4. Tahun 2012 : 1 orang 

5. Tahun 2013 : 1 orang 

 

 

2. 

 

Pelayanan pencegahan 

pencemaran udara dari 

sumber  tidak bergerak  

 

 

1. Tahun 2009 : 0 orang 

2. Tahun 2010 : 0 orang 

3. Tahun 2011 : 2 orang 

4. Tahun 2012 : 2 orang 

5. Tahun 2013 : 2 orang 

 

 

1. Tahun 2009 : 0 orang 

2. Tahun 2010 : 0 orang 

3. Tahun 2011 : 2 orang 

4. Tahun 2012 : 1 orang 

5. Tahun 2013 : 1 orang 

 

3. Pelayanan penyediaan 

informasi status 

kerusakan lahan dan 

atau tanah untuk 

produksi biomassa dari 

Ruang Terbuka Hijau 

 

 

1. Tahun 2009 : 0 orang 

2. Tahun 2010 : 0 orang 

3. Tahun 2011 : 0 orang 

4. Tahun 2012 : 0 orang 

 

1. Tahun 2009 : 0 orang 

2. Tahun 2010 : 0 orang 

3. Tahun 2011 : 0 orang 

4. Tahun 2012 : 0 orang 
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No Jenis Pelayanan PNS  Non PNS  

5. Tahun 2013 : 3 orang 

 

5. Tahun 2013 : 1 orang 

 

 

4. 

 

Pelayanan tindak lanjut 

pengaduan masyarakat 

akibat adanya dugaan 

pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan 

hidup 

 

1. Tahun 2009 : 5 orang 

2. Tahun 2010 : 6 orang 

3. Tahun 2011 : 6 orang 

4. Tahun 2012 : 6 orang 

5. Tahun 2013 : 4 orang 

 

 

1. Tahun 2009 : 4 orang 

2. Tahun 2010 : 4 orang 

3. Tahun 2011 : 4 orang 

4. Tahun 2012 : 3 orang 

5. Tahun 2013 : 3 orang 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


